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ABSTRAK 
 

     Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul Analisis Pembatalan Keputusan 
Pengadilan Agama Sidoarjo No. 254/Pdt.G/2012/PA.Sda oleh Pengadilan Tinggi 
Agama Surabaya No. 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby dalam hal Pembagian Sepertiga 
Gaji PNS kepada Istri dan Anak Pasca Perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk 
menjawab dua pertanyaan: Pertama, Bagaimanakah Dasar Hukum Pengadilan 
Tinggi Agama Surabaya No. 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby Membatalkan Putusan 
Pengadilan Agama Sidoarjo No. 254/Pdt.G/2012/PA.Sda Dalam Hal Pembagian 
Sepertiga Gaji PNS Kepada Istri Dan Anak Pasca Perceraian. Kedua, 
Bagaimanakah Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Keputusan Pengadilan 
Agama Sidoarjo No. 254/Pdt.G/2012/PA.Sda Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 
No. 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby Dalam Hal Pembagian Sepertiga Gaji PNS Kepada Istri 
Dan Anak Pasca Perceraian 
     Penelitian yang dihimpun menggunakan pendekatan Kualitatif. Penegumpulan 
data ini melalui dokumentasi, dan studi pustaka. Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah 
data terkumpul kemudian di analisis menggunakan teknik deskriptif analisis 
dengan menggunakan pola pikir deduktif. 
     Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Hakim Pengadilan Tinggi Agama 
Surabaya Nomor : 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby membatalkan putusan Pengadilan 
Agama Sidoarjo Nomor: 254/Pdt.G/2012/PA.Sda dalam hal pembagian sepertiga 
gaji PNS kepada Istri dan Anak pasca perceraian, sudah tepat, dikarenakan Hakim 
Pengadilan Agama menetapkan secara ex officio apa yang termuat dalam diktum 
nomor 4 (empat), adalah tidak tepat dan dipandang telah memutus lebih dari yang 
diminta (ultra petita), Sedangkan penerapan pemberian atau pemotongan sepertiga 
gaji suami kepada isteri sampai isteri kawin lagi bertentangan dengan syariat 
Islam yang hanya mewajibkan seorang suami membelanjai atau memberi nafkah 
kepada isteri yang dicerai sampai batas waktu iddah, sebagai seorang ayah 
mempunyai kewajiban untuk memberikah nafkah kepada anaknya hingga 
berumur 21 Tahun. 
      Berdasarkan hasil penelitian distas, penulis memberikan saran-saran sebagai 
berikut: 1. Kepada Pengadilan Agama, diharapkan untuk memutus sesuai dengan 
apa yang ada di dalam Hukum Islam karena, dalam Hukum Islam hanya 
mewajibkan suami untuk memberikan nafkah Iddah dan mut’ah kepada bekas 
istrinya dan memberikan nafkah anak kepada anak-anaknya hingga berumur 21 
Tahun, 2. Perlu adanya sebuah pengkajian terhadap sepertiga pembagian gaji 
Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Hukum Syariat Islam. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

        Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab 

disebut dengan dua kata yaitu nika>h dan zawa>j. Kedua kata ini yang 

terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat 

dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi. Kata na>-ka>-ha> dan za>-wa>-ja> 

banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin .1 

       Islam memandang bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian yang 

agung (mitha>qan ghali<zhan) yang membawa konsekuensi suci atas 

pasangan laki-laki dan perempuan. Dimana sesuatu yang sebelumnya 

haram, berubah menjadi halal dengan sarana perkawinan.2 

       Menikah termasuk perbuatan sunnah yang paling dianjurkan oleh 

Rasulullah. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nur (24):32: 

 
ءَ فُـقَراَ نوُا ويَكُ  إِنْ  كُمْ ئِ مَا وَإِ  كُمْ  دِ  عِبَا مِنْ  لحِِينَْ  اوَالصَّ  مِنْكُمْ  مَىلأْياَ ا كِحُواوَأنَْ   
عَلِيْم سِعٌ  وَا هُ اللَّ  وَا فَضْلِهِ  مِنْ  لَّهُ ال غْنِهِمُ ي ـُ   

 
Artinya: Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka 

                                                            
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-
Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), 35. 
2  Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Terjemahan: Drs. Moh. Tholib) Jilid 6, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 
1990),7. 
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dengan kurnia-Nya, dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi 
maha mengetahui”.3 

        
      Perkawinan adalah bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang 

mengatur tentang hubungan antara orang dengan orang. Dengan adanya 

perkawinan maka akan timbul keluarga, yaitu suami istri, anak dan harta 

kekayaan mereka.4 

       Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan mendefinisikan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin 

seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

yang Maha Esa. 

      Tujuan sebuah perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan keluarga 

yang sakinah, yaitu keluarga yang tenang, tenteram, damai dan sejahtera. 

Di dalam keluarga yang demikian terdapat rasa kasih sayang (mawaddah 

wa rahmah) yang terjalin di antara keluarga, yaitu suami, istri, dan anak-

anak.5 Dari tujuan tersebut ternyata tidak semuanya bisa terwujud karena, 

pada kenyataannya masih banyak keluarga yang tidak bahagia atas rumah 

tangga yang tidak bahagia dan berujung pada putusnya perkawinan.  

       Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak 

keduanya, karena adanya ketidakrukunan, yang disebut dengan istilah 

“perceraian”, Sehingga hak dan kewajiban tidak dilaksanakan sebagai 

                                                            
3  Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 598. 
4  Indah purbasari, Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia, (Malang: Setara Press, 
2017), 58. 
5 Ahmad Izzan dan Saehudin, Fiqih Keluarga: Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari, (Bandung: PT. 
Mizan Pustaka, 2017), 196. 
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suami istri sebagiamana seharusnya menurut hukum perkawinan yang 

berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan suami dan istri yang menimbulkan 

kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara 

perceraian, antara lain pergaulan antara suami istri yang tidak saling 

menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan 

rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta terjadi silang sengketa 

atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.6 

       Perceraian merupakan salah satu jalan penyelesaian dalam persoalan 

rumah tangga dan perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang 

Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak.7  

       Agama Islam menghendaki dilakukannya perceraian hanya jika 

sebuah rumah tangga benar-benar dalam kondisi yang tidak bisa 

diselamatkan. Jadi, kalaupun menemui masalah yang terlampaui besar dan 

sulit untuk menemukan jalan keluarnya, sebisa  mungkin tetap 

mempertahankan keutuhan rumah tangga. Jalan keluar dengan berpisah 

merupakan solusi yang paling terakhir.8  

       Apabila suami men-t}ala>q istrinya maka sang istri masih 

mempunyai hak pasca perceraian. Ketentuan syara’ menyatakan bahwa 

t}ala>q merupakan hak suami dan hanya ia yang boleh men-t}ala>q 

istrinya. Orang lain biarpun familinya tidak berhak kalau tidak sebagai 

                                                            
6  Yusuf Chudrori, Baity Jannaty; Membangun Keluarga Sakinah, (Surabaya: Khalista, 2009), 
164. 
7  K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 40-43. 
8  Muhammad Syaifuddin,et al, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 5. 
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wakil yang sah dari suami tersebut. Hukum Islam menjadikan T{ala>q 

sebagai hak suami karena suami atau laki-laki men-t}ala>qistrinya 

dibebani kewajiban perbelanjaan rumah tangga, nafkah istri, anak-anak 

dan kewajiban lain. Perceraian dianggap sah apabila diucapkan suami, 

tetapi harus tetap dilakukan di depan pengadilan.9 Setelah suami dan istri 

ditetapkan bercerai oleh Pengadilan, maka suami masih mempunyai 

kewajiban kepada bekas istri dan anaknya yang berupa nafkah. Pemberian 

nafkah untuk istri diberikan sampai masa Iddahnya habis, dan nafkah 

untuk anaknya diberikan hingga anak itu berumur 21 Tahun. 

       Dalam perkawinan, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 untuk mengatur pelaksanaan perkawinan bagi Warga 

Negara Indonesia. Sedangkan operasionalnya dikeluarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974. Dengan adanya Undang-Undang perkawinan 

diharapkan dapat terjaga hak-hak dan kewajiban suami istri dalam rumah 

tangga bersama anak-anak mereka secara yuridis, pemerintah menganggap 

bahwa warga Negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil10 

mempunyai kekhususan dari warga Negara Indonesia lainnya, sehingga 

diperlukan aturan senidri bagi Pegawai Negeri Sipil. Maka peraturan bagi 

Pegawai Negeri Sipil secara khusus diatur di dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

                                                            
9  Ibid., 7. 
10 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang 
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Lihat di Undang-Undang RI Nomor 5 
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (A.S.N), 3.  
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tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

tentang Izin Perkawinan dan Perceraiian bagi Pegawai Negeri Sipil, 

Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian maka wajib 

memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat11 (Atasan) dengan 

memberikan alasan-alasan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-

undangan. Dalam hal pemberian nafkah Peraturan Pemerintah secara 

khusus memberikan peraturan kepada Pegawai Negeri Sipil pria yang 

ingin menceraikan istrinya maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya 

untuk penghidupan bekas istri dan anaknya. Pembagian gaji ialah sepertiga 

untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas 

istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anaknya.12 

       Adanya kasus cerai t}ala>q yang terjadi di Pengadilan Agama 

Sidoarjo yakni antara Pemohon (Pegawai Negeri Sipil) dan Termohon 

(Pegawai Negeri Sipil), mereka menikah pada tanggal 22-02-1999 dan 

dikaruniai dua orang anak, Anak I (P) berumur 12 Tahun dan Anak II (L) 

berumur 5 Tahun. Awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 

rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan 

pertengkaran. Sehingga Pemohon dan termohon  berpisah rumah hampir 5 

tahun lamanya. Dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, mengingat 

segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i 

yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Hakim mengadili, yakni 
                                                            
11 Pejabat yang dimaksud disini adalah Pejabat Saluran Hierarki. Lihat di Peraturan Pemerintah  
Nomor 10 tahun 1983, 103.  
12  Muhammad Syaifuddin, et al., Hukum Perceraian ..., 435. 
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mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada 

Pemohon untuk menjatuhkan T{ala>q satu raj’i terhadap Termohon serta 

menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 

1.800.000 dan Mut’ah sebesar Rp. 2.500.000. Pemohon juga dihukum 

untuk menyerahkan sebagian gajinya sebesar sepertiga untuk istrinya dan 

sepertiga untuk anak-anaknya. 

       Ketika termohon mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya, Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat terhadap 

pembagian sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil untuk istri, bahwa 

Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan secara ex officio apa yang 

termuat dalam dictum nomor 4 (empat), adalah tidak tepat dan dipandang 

telah memutus lebih dari yang diminta (ultra petita), lagipula penerapan 

pemberian atau pemotongan 1/3 gaji suami kepada isteri sampai isteri 

kawin lagi bertentangan dengan syariat Islam yang hanya mewajibkan 

seorang suami membelanjai atau memberi nafkah kepada isteri yang 

dicerai sampai batas waktu iddah. Majelis Hakim juga menimbang bahwa 

suami isteri yang bercerai masih mempunyai kewajiban dalam memelihara 

dan mendidik anak-anaknya, sedangkan seorang ayah yang memiliki 

tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan yang diperlukan 

hingga anak berusia 21 tahun, maka Hakim Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya berpendapat bahwa layak dan pantas jika Pemohon atau 

Terbanding dibebani kewajiban membayar pemeliharaan anak yang 

bernama ANAK I (P) dan ANAK II (L) minimal Rp. 750.000,- (tujuh ratus 
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lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Memperhatikan segala pertimbangan 

Hakim di atas, Majelis Hakim membatalkan putusan Pengadilan Agama 

Sidoarjo nomor: 254/Pdt.G/2012/PA.Sda dalam hal pembagian sepertiga 

gaji kepada isteri dan anak. 

       Memperhatikan kasus di atas penulis tertarik untuk meneliti 

pembagian sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil yang dibatalkan oleh 

Pengadilan Tinggi Agama sebagai bahan skripsi oleh karena itu, judul 

yang tepat untuk kasus di atas ialah “PEMBATALAN PUTUSAN 

PENGADILAN TINGGI AGAMA  SURABAYA NO: 

314/PDT.G/2012/PTA.SBY TERHADAP PENGADILAN AGAMA 

SIDOARJO NO. 254/PDT.G/2012/PA.SDA TENTANG PEMBAGIAN 

SEPERTIGA GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA ISTRI DAN 

ANAK PASCA PERCERAIAN (ANASLISIS HUKUM ISLAM DAN 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 10 TAHUN 1983)”. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

      Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis 

mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Hak dan kewajiban istri dari suami Pegawai Negeri Sipil; 

2. Hak istri dan  anak pasca perceraian; 

3. Dasar hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 

314/Pdt.G/2012/PTA.Sby membatalkan putusan Pengadilan Agama 
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Sidoarjo No. 254/Pdt.G/PA.Sda dalam hal pembagian sepertiga gaji 

Pegawai Negeri Sipil kepada istri dan anak pasca perceraian; 

4. Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang 

Pembagian sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil. 

      Dilihat dari identifikasi masalah di atas, maka penulis perlu 

memberikan batasan masalah agar tidak terjadi berbagai permasalahan di 

luar pembahasan: 

1. Dasar Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 

314/Pdt.G/2012/PTA.Sby membatalkan putusan Pengadilan Agama 

Sidoarjo No. 254.Pdt.G/2012/PTA.Sby tentang pembagian sepertiga 

gaji Pegawai Negeri Sipil kepada istri dan anak pasca perceraian. 

2. Kesesuaian Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

tentang pembagian sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil kepada istri 

dan anak pasca perceraian dengan Hukum Islam. 

3. Perbandingan antara Hukum Islam dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 tahun 1983 tentang Pembagian Sepertiga Gaji Pegawai 

Negeri Sipil. 

 

 

 

C. Rumusan Masalah 
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1. Bagaimana Dasar Hukum  Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 

314/Pdt.G/2012/PTA.Sby membatalkan putusan Pengadilan Agama 

Sidoarjo No. 254/Pdt.G/2012/PTA.Sby tentang pembagian sepertiga 

gaji Pegawai Negeri Sipil kepada istri dan anak pasca perceraian? 

2. Bagaimana Kesesuaian Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya No. 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby terhadap Putusan Pengadilan 

Agama Sidoarjo No. 254/Pdt.G/2012/PA.Sda dengan Hukum Islam? 

3. Bagaimana Perbandingan antara Hukum Islam dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pembagian Sepertiga Gaji 

Pegawai Negeri Sipil? 

 

D. Kajian Pustaka 

       Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan 

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.  

diantaranya adalah  

1. Evi Mahfiah (96352514) tahun 2001, skripsi ini berjudul Studi atas 

aplikasi Pasal 8 PP. No 10 Tahun 1983 tentang pembagian gaji PNS 

kepada Mantan Istri dan Anak-Anak PNS yang Bercerai di Pengadilan 

Agama Mungkid Magelang. Skripsi ini menjelaskan tentang pasal 8 

PP No  10  Tahun  1983  tentang Pembagian  Gaji  PNS kepada 

mantan istri   dan anak-anak pasca cerai di pengadilan agama 
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Mungkid Magelang. Skripsi ini menjelaskan tentang Pasal 8 peraturan 

pemerintah no 45 tahun 1990 tentang pembagian gaji pegawai negeri 

sipil kepada mantan istri dan anak-anaknya yang diharapkan dapat 

mengisi kekosongan atau setidaknya melengkapi penelitian-penelitian 

yang serupa mengenai Peraturan Pemerintah.13 

2. Nuril Fauziah (C01209039) Tahun 2013, Skripsi ini berjudul tentang 

Analisis Yuridis terhdap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama 

Sidoarjo No 254/Pdt,G/2012/PA.Sda  oleh Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya  No 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby. tentang pemberian nafkah 

1/3 gaji suami PNS kepada mantan istri. Skripsi ini menjelaskan 

tentang pertimbangan dan dasar hukum majelis Hakim Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama 

Sidoarjo dan putusan ditinjau dari hukum formal/positif terkait tentang 

pemberian nafkah 1/3 gaji suami Pegawai Negeri Sipil kepada isteri.14 

3. Ubaidillah (C113023) Tahun 2011, Skripsi ini berjudul tentang 

gugatan mantan istri terhadap mantan suami tentang 1/3 gaji setelah 

perceraian (Studi Analisis tentang putusan Hakim pengadilan Agama 

                                                            
13 Evi Mahfiah,”Studi Atas implikasi Pasal 8 PP No 45 Tahun 1990 tentang Pembagian Gaji PNS 
kepada Mantan Istri dan Anak-anak PNS yang bercerai di Pengadilan Agama Mugknid Magelang, 
“(Skripsi  --IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001). 
14 Nuril Fauziyah, “Analisis Yuridis terhadap Pembataln Putusan Pengadialn Agama Sidoarjo No 
254/Pdt.G/2012/PA.Sda oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  No 314/Pdt.G/2012/PA.Sby 
tentang Pemberian agaji 1/3 gaji pns kepada mantan istri”(Skrpsi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya , 
2013). 
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Gresik No.107/Pdtg/2006/PA.Gs.Skripsi ini menjelaskan  gugatan 

mantan istri terhadap nafkah mantan istri15 

       Beberapa  skripsi diatas memang membahas tentang pembagian 

sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil akan tetapi, pendekatan dan titik tolak 

pembahasan yang dikemukakan berbeda dengan skrispi penulis, dalam 

judul skrispi Penulis terkait Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya No. 314/Pdt.G/2012/PA.Sby Terhadap Putusan Pengadilan 

Agama Sidoarjo No. 254/Pdt.G/2012/PA.Sda Tentang Pembagian 

Sepertiga Gaji Pegawai Negeri Sipil kepada istri dan anak dengan 

menganalisis secara Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 

1983, apa saja Dasar Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam 

membatalkan  putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan menganalisis 

kembali melalui hukum Islam. 

 

E. Tujuan Penelitian 

      Sesuai dengan isi rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui Dasar hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

No. 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby membatalkan Putusan Pengadilan 

Agama Sidoarjo No. 254/Pdt.G/2012/PA.Sda tentang pembagian 

sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil kepada istri dan anak Pasca 

Perceraian; 
                                                            
15 Ubaidillah” Gugatan Mantan Istri terhadap Mantan Suami tentan1/3 Gaji setelah perceraian 
(Studi Anallisis tentang putusan hakim Pengadilan Agama Gresik 
No.109/Pdt.G/2006/PA.Gs”(Skripsi -- IAIN Sunan Ampel Surabaya 2006). 
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2. Untuk mengetahui kesesuaian Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi 

Aggama Surabaya Nomor: 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby Terhadap 

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 254/Pdt.G/2012/PA.Sda 

dengan Hukum Islam dan Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1983; 

3. Untuk mengetahui Perbandingan antara Hukum Islam dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 tentang Pembagian 

Sepertiga Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Istri dan Anak Pasca 

Perceraian. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian  

      Kegunaan penelitian ini adalah agar menjadikan penelitian yang 

bermanfaat dari segi teoretis maupun segi praktis. Maka penelitian ini 

dapat dilihat dari dua segi, yaitu:: 

1. Segi Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan memperkaya Ilmu Pengetahuan Hukum tentang 

perceraian khusususnya perceraian pada pegawai negeri sipil terhadap 

pembagian gaji suami kepada istri dan anak pasca perceraian. Suami 

yang menceraikan istrinya maka diminta untuk memberikan sepertiga 

gajinya kepada istri dan anaknya. 

2. Segi Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan 

referensi atau pertimbangan Hakim dan praktisi hukum Islam serta 

dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi Mahasiswa Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dan juga pembaca pada 
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umumnya terkait dengan bidang perceraian khususnya perceraian pada 

Pegawai Negeri Sipil serta pembagian sepertiga gaji Pegawai Negeri 

Sipil. 

 

G. Definisi Operasional 

       Dalam penelitian ini penulis melakukan definisi operasional terlebih 

dahulu agar dapat memudahkan pemahaman dalam skripsi ini. Maksud 

dari definisi operasional ialah memuat penjelasan tentang pengertian yang 

bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa 

dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel 

tersebut melalui penelitian. 

       Penelitian ini berjudul “Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya No. 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 254/Pdt.G/2012/PA.Sda Tentang 

Pembagian Sepertiga Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Istri Dan 

Anak Pasca Perceraian (Analisis Hukum Islam dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983)” 

1. Pembagian Sepertiga Gaji Pegawai Negeri Sipil: Pembagian 

sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud disini adalah 

pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil pria yang menceraikan istrinya, 

maka ia harus memberikan sepertiga gajinya untuk dirinya sendiri, 

sepertiga gaji untuk istri yang diceraikan dan sepertiga gaji untuk 

anak-anaknya. 
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2. Hukum Islam: Kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan 

untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur’an 

Hadits, Nabi Saw, pendapat sahabat dan tabi’in, maupun pendapat 

yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat. Dalam 

penelitian ini, Hukum Islam yang digunakan ialah al-Qur’an, Hadits  

serta Kompilasi Hukum Islam. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983: Peraturan yang 

mengatur tentang Pemberian Sepertiga Gaji bagi Pegawai Negeri Sipil. 

 

H. Metode Penelitian 

       Penelitian yang dilakukan penulis bersifat kualitatif. Untuk 

menghasilkan penelitian baik kiranya penulis mengemukakan metode 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data yang dikumpulkan 

a. Data yang terkait dengan Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya No. 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 254/Pdt.G/2012/PA.Sda 

tentang pembagian sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil kepada istri 

dan anak pasca perceraian. 

b. Dasar hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya dalam membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo 

Nomor: 254/Pdt.G/2012/PA.Sda. 

2. Sumber Data, adapun sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu: 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15 
 

 
 

a. Sumber Primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung 

dari sumber aslinya.16 Dalam hal ini data primer penulis adalah 

salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 

254/Pdt.G/2012/PA. Sda dan salinan Putusan Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya No. 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby  

b. Sumber Sekunder, yaitu data yang diambil dan diperoleh dari 

bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-

peraturan dan catatan harian lainnya.17 Adapun dalam penelitian 

penulis menggunakan data sekunder berupa informasi dari 

responden yaitu Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan buku-buku yang terkait 

dengan pembahasan ini. 

3. Teknik pengumpulan data 

a. Dokumentasi ialah studi dokumenter yang penulis lakukan dengan 

mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku sekunder dan 

undang-undang maupun terbaru yang berkaitan dengan 

pembahasan skripsi ini, yang kemudian penulis dapat mempelajari, 

menelaah, dan menganalisa data-data tersebut. 

b. Studi Pustaka ialah mengumpulkan data pustaka dari buku-buku 

yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

4. Teknik pengolahan data 

                                                            
16 Suharmini Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 114. 
17 Ibid., 115. 
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      Data yang dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh 

dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi 

meliputi: kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, 

keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. 

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa 

sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan 

rumusan masalah. Sekaligus menyusun secara sistematis data-data 

tersebut.18 

5. Teknik Analisis data 

      Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu 

menganalisa data dengan cara memaparkan data apa adanya, dalam hal 

ini data tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan 

Pengadilan Agama Sidoarjo, Selanjutnya di analisa dengan Teori 

Hukum Islam. Pola Pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat 

dari variabel data yang bersifat umum, yang mana adalah teori Hukum 

Islam. Kemudian di tarik dalam pola khusus yang berupa data dari 

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 214/Pdt.G/2012/PA.Sda 

dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 

                                                            
18 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 
91.  
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314/Pdt.G/2012/PTA.Sby dalam hal pembagian sepertiga gaji PNS 

kepada Istri dan Anak Pasca Perceraian. Lalu, ditarik kesimpulan yang 

bersifat khusus. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

       Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang akan 

penulis uraikan menjadi sub bagian. Antara bab satu dengan  bab lainnya 

saling berkaitan, demikian pula sub bagian Adapula sistematika 

pembahasan: 

       Bab pertama, bab ini tentang pendahuluan  yang isnya meliputi latar 

belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

       Bab kedua, bab ini berjudul  tentang hak istri dan anak pasca 

perceraian  menurut hukum Islam  dan Peraturan Pemerintah  No 10 

Tahun 1983  yang meliputi: hak istri  dan anak pasca perceraian  menurut 

hukum  Islam , hak istri  dan anak pasca perceraian menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor:10 Tahun 1983. 

       Bab ketiga, bab ini tentang Deskripsi Umum Putusan Pengadilan 

Agama Sidoarjo No. 254/Pdt.G/2012/Pa.Sda Dan Putusan Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya No. 314/Pdt.G/2012/Pta.Sby Dalam Hal 

Pembagian Sepertiga Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Istri Dan Anak 

Pasca Perceraian. Bab ini meliputi gambaran umum dari Pengadilan 
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Agama Sidorajo dan Pengailan Tinggi Agama Surabaya, deskripsi putusan  

tentang pembagian  sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)  dan dasar 

hukum   hakim Pengadilan Agama Sidoarjo  No.254/Pdt.G/2012PA.Sda  

serta deskripsi  dan dasar hukum  Hakim Pengadilan Tinggi  Agama  

Surabaya No. 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby,. 

      Bab keempat, bab ini penulis menganalisis dari hukum Islam terhadap 

pembatalan keputusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 

254/Pdt.G/2012/PA.Sda oleh Pengadilan Tinggi Agama No. 

314/Pdt.G/2012/PTA.Sby dalam hal pembagian sepertiga gaji Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) kepada istri dan anak pasca perceraian. 

       Bab kelima, bab ini tentang Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM 

ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 10 TAHUN 1983 

 

A. Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian menurut Hukum Islam  

1. Pengertian Hak 

        Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan 

penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan kewajiban 

adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. 

Hak juga berlaku kepada istri dan anak pasca perceraian. Istri yang 

telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari bekas 

suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu dia 

tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun 

hak itu tidaklah sesempurna seperti dalam hubungan perkawinan.1 

Sementara Anakpun selamanya mempunyai hak nafkah, pendidikan 

dan kebutuhan sehari-hari dari kedua orang yang telah berpisah.  

2. Hak Istri Pasca Perceraian 

       Istri masih mempunyai hak dari bekas suaminya setelah istri itu 

dicerai, maka hak istri diantaranya ialah nafkah dan tempat tinggal. 

Nafkah ialah pemberian dari suami kepada istrinya berupa barang dan 

materi, pemberian nafkah merupakan kewajiban suami dan hak istri 

untuk mendapatkannya. Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-

Ghazzi, dan Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, kata nafaqah 

                                                            
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:  Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009),  322. 
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berarti mengeluarkan. Nafkah secara terminologi terdapat beberapa 

rumusan di antaranya:  

1. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, nafkah adalah apa saja 

yang diberikan kepada Istri, seperti makanan, pakaian, uang dan 

lainnya.2 

2. Menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya ialah 

sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan 

miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, 

pakaian dan tempat tinggal. 

3. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang 

biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik 

atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

4. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi 

kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, 

pengobatan istri jika, ia seorang kaya. 

       Hak istri yang harus dipenuhi bekas suami kepada istrinya pasca 

perceraian, ialah: 

a. Mut’ah 

      Seorang suami yang menceraikan isterinya dibebankan atasnya 

mut’ah. Mut’ah  ialah materi yang diserahkan suami kepada istri 

yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talaq atau semakna 

                                                            
2 Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah, Terj. Ashori Umar Sitanggal, “Fiqih 
Wanita”, (Semarang :  CV. Asy-Syifa,1986), 459. 
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dengannya dengan syarat yaitu belum ditetapkannya mahar bagi 

istri ba’da dukhul dan perceraian atas kehendak suami. 

       Adapun pemberian mut’ah diberikan sesuai dengan 

kemampuan dari bekas suami.3 Dalam Al Qur’an dijelaskan tentang 

wajib memberi mut’ah kepada isteri yang diceraikan dalam surah 

Al-Baqarah ayat 241: 

لْمَعْرُوفِ  مَتَاعٌ  وَللِْمُطلََّقَاتِ  الْمُتَّقِينَ  عَلَى احَقًّ  ِ  
Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah 

diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, 
sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang 
takwa.”4 

       
        Kompilasi hukum Islam menjelaskan pemberian mut’ah secara 

eksplisit yaitu dalam Pasal 149 huruf a yang berbunyi,“Bilamana 

perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib 

memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas isterinya tersebut qabla al dukhul”.  

       Penjelasan mengenai pemberian mut’ah juga tercantum pada 

Kompilasi Hukum Islam selain pada Pasal 149 huruf a juga terdapat 

pada Pasal 158 “Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan 

syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da al dukhul, b. 

perceraian itu atas kehendak suami”, Pasal 159 “Mut’ah sunnat 

diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 

yang mana mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: 

                                                            
3 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyes Hawwas, Fiqh Munakahat: Khitbah, 
Nikah, dan Talak, (Jakarta: Kencana, 1998),  207. 
4 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 357. 
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a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da dukhul, b. Perceraian 

itu atas kehendak suami, Pasal 159 menjelaskan mut’ah sunnat 

diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 dan 

Pasal 160 Besarnya mut’ah disesuaikan dengan ke patutan dan 

kemampuan suami. 

     Sebagaimana firman Allah SWT pada QS Al-Baqarah ayat 236 

 

 فَريِضَةً  لهَنَُّ  تَـفْرِضُوا أَوْ  تمَسَُّوهُنَّ  لمَْ  مَا النِّسَاءَ  طلََّقْتُمُ  إِنْ  عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  لا
لْمَعْرُ  امَتَاعً  قَدَرهُُ  الْمُقْترِِ  وَعَلَى قَدَرهُُ  الْمُوسِعِ  عَلَى وَمَتِّعُوهُنَّ   عَلَى حَقًّا وفِ ِ

 الْمُحْسِنِينَ 
 Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika 

kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu 
bercampur dengan mereka dan sebelum kamu 
menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan 
suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang 
mampu menurut kemampuannya dan orang yang 
miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu 
pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu 
merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat 
kebaikan”.5 

 
       Dalam pemberian mut’ah memiliki dampak positif bagi bekas 

suami dan isteri yaitu: 

1) Supaya perceeraian tidak menimbulkan pergunjingan dan 

umpatan dari orang lain. 

2) Menjadi tanda bahwa bekas isteri adalah orang yang halus 

perasaannya, tidak membiarkan bekas isterinya terlantar 

sesudah bercerai sampai mendapatkan suami lagi. 

                                                            
5 Ibid., 350. 
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3) Tidak menjadi beban bagi orang tua selama ditinggal di rumah 

ibunya.6 

b. Nafkah Iddah 

       Menurut bahasa iddah berarti menghitung atau hitungan 

sesuatu. Secara istilah, iddah adalah menahan diri yang dikenakan 

terhadap isteri yang hilang akad nikahnya dan sudah diketahui 

dengan pasti bahwa dia sudah dikumpuli suaminya, atau bisa juga 

disebabkan kematian suami.7 Seorang istri yang sedang menjalani 

masa iddah atau masa menunggu akibat diceraikan oleh bekas 

suaminya, dalam waktu ia masih bisa di rujuk maka ia belum boleh 

melangsungkan perkawinan baru dan istri yang menjalani masa 

iddah tersebut harus bertempat tinggal di rumah yang telah 

ditentukan oleh bekas suami untuk ditempati hingga masa 

iddahnya habis.  

       Fuqaha telah sependapat bahwa istri yang beriddah dari talaq 

raj’i memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Begitu pula halnya 

wanita yang sedang hamil.8  

       Berdasarkan firman Allah Swt. pada Q.S. At-Talaq ayat 6 

berkenaan dengan talaq raj’i dan wanita yang di talaq saat hamil: 

 

                                                            
6  Abdul Aziz Muhammad Azzam, et al., Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak …,  207. 
7 Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II, (Jakarta: Icktiar Baru Van hoeve, 
1996), 637 
8 Ibnu Rusyd, Tarjamah Bidayatu’l Mujtahid, (Semarang: CV. Asy Syifa’,1990), 545. 
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تُمْ  حَيْثُ  مِنْ  أَسْكِنُوهُنَّ   كُنَّ   وَإِنْ  عَلَيْهِنَّ  تُضَيِّقُوالِ  تُضَارُّوهُنَّ  وَلا وُجْدكُِمْ  مِنْ  سَكَنـْ
...حمَْلَهُنَ  يَضَعْنَ  حَتىَّ  عَلَيْهِنَّ  فِقُوافأَنَْ  حمَْلٍ  أوُلاتِ   

 
Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu  

bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah 
kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 
mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) 
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka 
nafkah hingga mereka melahirkan kandungannya.9 

 
       Sedangkan para fuqaha berbeda pendapat tentang wanita yang 

dicerai dengan talaq ba’in. Menurut Imam Abu Hanifah, dia 

berhak menerima nafkah dan tempat tinggal, sama seperti wanita 

yang ditalaq raj’i, karena dia yang diharuskan menghabiskan masa 

‘iddah di rumah suami yang berarti mesti memenuhi hak suami, 

sehingga harus mendapatkan nafkah. Nafkah ini dianggap utang 

yang sah dan terhitung sejak talaq dijatuhkan, tanpa bergantung 

kepada kerelaan masing-masing ataupun keputusan hakim. 

Kewajiban utang ini tidak gugur kecuali jika dilunasi atau 

diputihkan. Menurut Imam Ahmad, wanita yang dicerai dengan 

talaq ba’in tidak berhak menerima nafkah ataupun tempat tinggal. 

Dalilnya adalah hadits Fatimah binti Qais ra. Ketika diceraikan 

suaminya dengan talaq ba’in, Rasulullah saw. Berkata kepadanya, 

“Engkau tidak berhak menerima nafkah darinya”. Menurut Imam 

Asy-Syafi’i dan Imam Malik, dengan kondisi apa pun, dia berhak 

mendapat tempat tinggal, tapi tidak berhak menerima nafkah 

kecuali bila hamil. Alasannya, ‘Aisyah ra. Dan Ibnu Al-Musayyab 

                                                            
9 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya…, 188. 
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membantah penjelasan Fatimah binti Qais ra. Ibnu Syihab 

menyatakan, “Wanita yang di talaq ba’in tidak boleh keluar 

(pindah) dari rumahnya kecuali setelah selesai ‘iddahnya. Dia tidak 

berhak menerima nafkah, kecuali jika hamil. Dia menerima nafkah 

hingga melahirkan kandungannya”. “Inilah pendapat yang kami 

pegang” lanjut Ibnu Syihab.10 

       Dalam sebuah riwayat dari Ali, Ibnu Abbas, Jabir, Al-Hasan, 

Atha’, Sya’bi, Abu Abi Laila dan Syi’ah Imamiyah. Mereka 

mengemukakan alasan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan 

Muslim, dari Fatimah binti Qais, ia berkata, “Suamiku telah 

menceraikan aku tiga kali pada masa Rasulullah SAW. Ia tidak 

memberikan kepadaku nafkah atau tempat tinggal” Dalam riwayat 

lain disebutkan bahwa, Rasulullah SAW bersabda, “Tempat tinggal 

dan nafkah hanyalah hak bagi perempuan yang suaminya ada hak 

rujuk”.11 

       Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul 

Garis-garis besar Fiqih, Istri yang telah bercerai dengan suaminya 

masih mendapatkan hak-hak dari bekas suaminya itu selama dia 

masih menjalani masa iddah. Tetapi, bentuk hak yang diterima 

tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalaninnya, hanya 

tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya. 

Adapun hak-hak yang didapatkan adalah sebagai berikut: 
                                                            
10 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, (Penerjemah: Asep Sobari, et al), Jilid 2, (Jakarta : Al-I’tishom, 
2015), 526. 
11 Slamet Abidin, Fiqh Munakahat I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 179. 
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1. Istri yang dicerai dalam bentuk talaq raj’i, hak yang diterimanya 

adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik 

dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga 

tempat tinggal. 

2. Istri yang dicerai dalam bentuk talaq ba’in, baik ba’in sughra atau 

ba’in kubra, dia berhak atas tempat tinggal, bila ia tidak dalam 

keadaan hamil. Apabila ia sedang dalam keadaan hamil, maka, 

ulama sepakat bahwa ia mendapatkan nafkah dan tempat tinggal 

selama masa kehamilannya. 

3. Istri yang ditinggal mati suaminya. Hal yang disepakati bahwa ia 

berhak mendapatkan tempat tinggal selama dalam masa iddah, 

karena ia harus menjalani masa iddah di rumah suaminya dan tidak 

dapat kawin selama itu. Adapun nafkah dan pakaian kebanyakan 

ulama menyamakannya dengan cerai dalam bentuk ba’in.12 

       Dengan adanya sebuah hak yang berupa pemberian nafkah 

kepada bekas istri yang dicerai Talaq selama masa Iddah, maka 

bekas istri pun juga mempunyai kewajiban selama masa Iddah, 

yang mana ia harus menjaga dirinya, tidak menerima pinangan 

orang lain, tidak keluar dari rumah selama masa iddah dan tidak 

menikah dengan orang lain.  

                                                            
12 Amir Syarifuddin, Garis-garis besar Fiqih, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 144. 
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       Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqih Islam Wa 

Adillatuhu juga menjelaskan tentang hak dan kewajiban istri dalam 

menjalani masa Iddah. Adapun hak dan kewajiban istri 

a. Pengharaman untuk melakukan lamaran,  

Selain suami tidak boleh melamar secara terang-terangan 

perempuan yang tengah menjalani masa iddah, tanpa 

memperdulikan apakah perempuan ini adalah istri yang ditalak 

atau yang ditinggal mati suami, karena perempuan yang ditalaq 

raj’I masih berada dalam perkawinan, maka tidak boleh 

melamarnya. 

b. Pengharaman untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki  

Orang selain suami tidak boleh menikahi perempuan yang 

tengah menjalani masa iddah, karena masih adanya ikatan 

perkawinan dalam talaq raj’i. 

c. Pengharaman keluar dari rumah 

Bagi perempuan yang menjalani masa Iddah akibat talaq tiga 

atau talaq ba’in, atau talaq raj’I, tidak boleh keluar dari 

rumahnya yang menjadi tempat iddah akibat perjalanan.  

d. Tinggal di rumah dan nafkah. Nafkah adalah hak yang harus 

dipenuhi oleh suami kepada istri sedangkan tinggalnya istri 
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yang tengah menjalani masa Iddah di rumah perkawinan adalah 

suatu kewajiban.13  

       Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang 

kewajiban Istri dalam masa Iddah, yang mana tercantum dalam 

Pasal 151 “Bekas istri dalam masa Iddah, wajib menjaga dirinya, 

tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain”, dan 

Pasal 152 “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari 

suaminya kecuali, ia nusyuz”. 

c. Nafkah Madiyyah 

       Nafkah madiyyah terdiri dari dua kata yaitu nafkah dan 

madiyyah. Nafkah berarti belanja dan madiyyah berasal dari kata 

isim madi dalam bahasa arab yang mempunyai arti lampau atau 

terdahulu. Nafkah madiyyah adalah nafkah yang tidak dipenuhi atau 

dibayarkan oleh suami kepada isteri atau kepada orang yang berhak 

(isteri dan anak) yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah.14 

Nafkah madiyyah adalah nafkah yang terhutang.  

      Nafkah madiyyah merupakan nafkah yang tidak ditunaikan oleh 

suami atau nafkah yang telah lewat waktu yang belum dibayarkan 

oleh suami kepada isterinya. Keharusan nafkah dari seorang suami 

tak hanya sewaktu dia menjadi isteri sahnya dan terhadap anak-

                                                            
13 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), 
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 561. 
14 Abd. Rahman  Ghazaly, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003),  
192. 
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anaknya, bahkan suami wajib memberikan nafkah setelah 

perceraian.15 

       Dasar tentang kewajiban suami memberikan nafkah terhadap 

isterinya terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233. 

 

ُُ  رِزْقُـهُنَّ  لَهُ  الْمَوْلُودِ  وَعَلَى لْمَعْرُوفِ  نَّ وكَِسْوَ ِ …  
    Artinya: “kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada 

Para ibu dengan cara ma'ruf.”16 
 

3. Hak Anak Pasca Perceraian 

       Anak merupakan amanah dari Allah Swt yang diberikan kepada 

setiap orangtua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata, tumpuan 

harapan serta kebanggaan keluarga. Anak adalah generasi mendatang 

yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan 

dimasa mendatang. Dengan demikian orang tua harus menjaga anaknya 

dengan baik, dan menafkahinya. Anak yang kedua orang tuanya telah 

berpisah tetap mendapatkan hak dari kedua orang tuanya tersebut. Hak 

anak pasca perceraian, ialah: Nafkah anak. 

       Nafkah anak merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kedua 

orang tua, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan 

nafkah terhadap anaknya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, 

pendidikan, dan kesehatan maupun kebutuhan yang lainnya, meskipun 

kedua orang tua anak telah berpisah. Suatu perceraian tidak membuat 

hilangnya kewajiban kedua orang tua terhadap anak sampai anaknya 

                                                            
15 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, Moh. Thalib (ahli bahasa) Jilid 7, (Bandung: Al-Ma‟arif, 1990), 75. 
16 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya…, 243. 
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dewasa atau berumur 21 Tahun dan bisa membiayai kehidupannya 

sendiri.  

      Dalam hal ini, Ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah 

kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah memerlukan 

syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Anak-anak membutuhkan nafkah dan tidak mampu bekerja. Anak 

dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kecil atau dewasa, 

tetapi tidak mendapatkan pekerjaan; 

b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi 

tulang punggungnya; 

c. Anak masih dalam masa pendidikan, artinya dengan adanya nafkah 

dari keluarga terutama ayahnya, maka proses pendidikan anak akan 

menjadi mudah. 

     Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah 

sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum balig, dan tidak 

ada halangan apa pun untuk bekerja, gugrlah kewajiban ayah untuk 

member nafkah kepada anak. Berbeda halnya, apabila anak yang telah 

mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan 

sakit atau kelemahan-kelemahan lain, maka ayah tetap berkewajiban 

memberikan nafkah terhadap anak tersebut.17 

       Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk anak laki-laki, sedangkan 

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah 

                                                            
17  H.M.A.Tihamni dan Sohari Sabrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2010), 170. 
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kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai 

pekerjaan yang dapat menopang hidupnya, tetapi ia tidak boleh dipaksa 

untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ayah dalam keadaan 

fakir, tetapi mampu bekerja dan memang bekeraja maka kewajiban 

untuk memberikan nafkah tidaklah gugur. 

     Dalam hal nafkah anak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 156 yang berbunyi Akibat putusnya perkawinan karena 

perceraian, ialah: a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan 

hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka 

kedudukannya digantikan oleh:1.) wanita-wanita dalam garis lurus ke 

atas dari ibu;  2.) ayah; 3.) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari 

ayah; 4.) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5.) wanita-

wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. b. anak yang 

sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari 

ayah atau ibunya; c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat 

menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah 

dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang 

bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah 

kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula; d. semua 

biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut 

kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa 

dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), e. bilamana terjadi perselisihan 

mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama membverikan 
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putusannya berdasrkan huruf (a),(b), dan (d); f. pengadilan dapat pula 

dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya 

untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut 

padanya. 

       Pada ketentuan huruf (d) di atas dapat dilihat bahwa pemberian 

nafkah dan hadhanah adalah tanggung jawab dari seorang ayah untuk 

memberikan biaya hidup kepada anak-anaknya. Sehingga, seorang ayah 

harus memberikan nafkah terhadap anaknya sesuai dengan kemampuan 

sang ayah memberikah nafkah terhadap anaknya. 

 

B. Hak Istri dan Anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil 

       Menurut kamus umum bahasa Indonesia, Pegawai Negeri Sipil 

terdiri dari kata “pegawai”, yang berarti orang yang bekerja pada 

pemerintah, perusahaan, dan sebagainya, sedangkan kata “Negeri” 

berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang 

yang bekerja pada pemerintah atau negara.18 

 Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian juga menjelaskan tentang Pegawai Negeri, 

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang 

telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang 

berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi 

                                                            
18  W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 514 
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tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.19 Pengertian Pegawai Negeri Sipil pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana apa yang 

disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian. 

 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara (A.S.N) juga menjelaskan tentang pengertian Pegawai Negeri 

Sipil yang disingkat PNS. Pegawai Negeri Sipil adalah warga Negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai 

ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan.  

       Pembagian pegawai negeri sipil sendiri dibagi menjadi dua, yakni 

Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pegawai 

Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya 

dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan bekerja 

pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, 

kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, instansi vertikal di 

daerah-daerah, dan kepaniteraan pengadilan. Pegawai Negeri Sipil 

Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota 

yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja 

                                                            
19 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,  (Jakarta, Sinar Grafika, 2005),  3. 
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daerah dan bekerja pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan diluar 

instansi induknya. 

       Mengenai Pegawai Negeri Sipil telah dijelaskan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 1 menjelaskan yang dipersaamakan 

Pegawai Negeri Sipil, yaitu; 

a. Pegawai Bulanan di samping pensiunan 

b. Pegawai Bank milik negara 

c. Pegawai Badan Usaha Milik Negara 

d. Pegawai Bank milik Daerah 

e. Pegawai Badan Usaha milik Daerah 

f. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang 

menyelanggarakan urusan pemerintahan di Desa.20 

2. Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil 

      Penentuan kewajiban untuk memberi biaya penghidupan oleh 

suami Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istri dan anaknya adalah 

memberikan sepertiga Gaji21 Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 

diatur di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

tentang pembagian sepertiga gaji, yaitu sebagai berikut: 

                                                            
20  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 
(Surabaya: Sinarsindo Utama, 2013), 103. 
2121 Gaji adalah Penghasilan yang diterima oleh Suami Pegawai Negeri Sipil dan tidak terbatas 
pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian. Lihat di Hukum Perceraian…, 462. 
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1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil 

pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk 

penghidupan bekas-bekas istri dan anak-anaknya. 

2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah 

sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, 

sepertiga untuk bekas istrinya,dan sepertiga untuk anak atau 

anak-anaknya. 

3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian 

gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria 

kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya. 

4. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak 

berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. 

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku, 

apabila istri meminta cerai karena dimadu. 

6. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 

kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya 

menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.  

       Sebagaimana dengan pemberian biaya kehidupan Istri dan anak 

pasca perceraian Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil 

pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk 
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penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Kewajiban yang 

ditentukan oleh Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nmor 8 

Tahun 1983 Joncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990 ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak 

bekas istri dan anak-anak setelah terjadinya perceraian yang 

dikehendaki oleh Pegawai Negeri Sipil. 

2. Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri 

Sipil Pria yang bersangkutan,  sepertiga untuk bekas istrinya, 

dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Jumlah gaji yang 

harus dibagikan menurut Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1983 Joncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990. 

3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian 

gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria 

kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.  

4. Pembagian gaji kepada istri tidak diberikan apabila alasan 

perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau istri 

melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, baik lahir 

maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, 

pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan; dan atau istri 

telah meninggalkan suami selama 2 tahun-tahun berturut-

berturut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena 

hal lain diluar kemampuannya. 
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5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak 

berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya. 

6. Ketentuan sebagiamana dimaksud dalam huuf e di atas, tidak 

berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau 

suami berzina, dan atau suami melakukan kekejaman atau 

penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap istri, dan 

atau suami menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar 

disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama 2 

tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah 

atau karena hal lain di luar kemampuannya. 

7. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 

kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya 

menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. 

       Hak istri dan anak atas kewajiban bekas suami untuk 

memberikan gaji suami harus dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan 

atau menolak untuk memberikan gajinya, maka suami yang 

berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil akan dijatuhi satu diantara 

beberapa hukuman disiplin berat sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 
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BAB III 

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO 

NO.254/PDT.G/2012/PA.SDA DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI 

AGAMA SURABAYA NO. 314/PDT.G/2012/PTA.SBY DALAM HAL 

PEMBAGIAN SEPERTIGA GAJI PNS KEPADA ISTRI DAN ANAK 

PASCA PERCERAIAN 

 

A. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 254/Pdt.G/2012/PA.Sda 

1. Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo 

a. Kewenangan Relatif 

 Kewenangan relatif berhubungan dengan daerah hukum 

suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun 

Pengadilan Tingkat Banding. Artinya, cakupan dan batasan 

kewenangan relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan relatif 

diartikan sebagai kewenangan pengadilan yang  satu jenis dan satu 

tingkatan yang berhubungan dengan wilayah tempat tinggal 

seseorang (mengajukan perkara). 

b. Kewenangan absolut  

Kewenangan absolut artinya kewenangan pengadilan agama 

yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau 

tingkatan pengadilan. Dalam perbedannya dengan jenis perkara 

atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya 
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Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka 

yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi 

kewenangan Peradilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa 

memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak 

boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau 

Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke 

Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan 

Tinggi. 

Kewenangan Absolut Peradilan Agama yang tercantum 

pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, berbunyi 

sebagai berikut 

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama 

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, 

kewarisan, wasiat dan hibah (dilakukan berdasarkan hukum 

Islam), wakaf dan sahadaqah”.  

Maka, hal ini pun berlaku juga dalam Pengadilan Agama 

Sidoarjo yang yang hanya berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara di Tingkat Pertama. 

 

2. Deskripsi putusan 

Dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 

254/Pdt.G/2012/PA.Sda merupakan cerai talak antara  
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Pemohon yang bernama B (Nama Inisial) berumur 40 Tahun, 

agama Islam dan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di 

Sidoarjo 

                                   Melawan  

Termohon yang bernama L (Nama Inisial) berumur 37 Tahun, 

agama Islam dan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di 

Sidoarjo. 

Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Ahad tanggal 

21-02-1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA (Kantor Urusan 

Agama) kecamatan waru, Kabupaten Sidoarjo. 

Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon berjalan tentram dan harmonis, sebagaimana layaknya 

suami istri. Dalam Pernikahan Pemohon dan Termohon telah 

dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I, Perempuan, berumur 12 

Tahun dan Anak II, Laki-laki, berumur 5 Tahun.  

Pada Tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai 

goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 

Termohon kalau marah-marah terhadap Pemohon meskipun di depan 

umum seringkali mengucapkan kata-kata yang sangat merendahkan 

Pemohon, Jika Termohon emosi seringkali merusak barang-barang 

yang ada di rumah, Termohon pun seringkali teriak-teriak dan bersikap 

kasar terhadap anak-anak. Perselisihan dan pertengkaran itu mencapai 

puncaknya pada Tahun 2007. Pemohon dan Termohon pun sudah 
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pisah rumah kurang lebih hampir 5 Tahun, Kedua anak Pemohon dan 

Termohon pun ikut dengan Termohon.  

       Berdasarkan permohonan Pemohon tersebut Termohon 

menyampaikan jawabannya, Dalam perkawinan Termohon dan 

Pemohon akan dikaruniai anak kedua di Tahun 2006 dan dalam 

keadaan hamil Termohon dan Pemohon mulai bertengkar untuk 

periksa ke dokter, Tahun 2007 Pemohon marah-marah tidak jelas 

kepada Temohon. Termohon tidak ingin berpisah dengan Pemohon 

dikarenakan Termohon sangat menyayangi dan mencintai juga demi 

kedua Anak Pemohon dan Termohon. 

       Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon 

meskipun, Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak ingin cerai 

dengan Pemohon. Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah 

Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengabulkan permohonan cerai 

talak. 

        Selanjutnya, Pemohon tmengajukan bukti surat untuk 

menguatkan dalil-dalilnya yang berupa:  

a. Fotokopi Surat keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 

474.2/379/404.6.1/2011 (P.1); 

b.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.2); 
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c.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon 

dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 

(P.3); 

d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I (P.4), Fotokopi 

Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II (P.5). 

       Disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dari 

keluarga dekatnya, yaitu: 1. SAKSI I Pemohon, umur 55 tahun, saksi 

ini adalah paman Pemohon; 2. SAKSI II Pemohon, umur 52 tahun, 

saksi ini adalah teman Pemohon sejak tahun 2003.  Kedua saksi 

Pemohon tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah 

tidak rukun dan telah pisah rumah kurang lebih 5 tahun. Tetapi, pada 

pihak Termohon tidak mengajukan saksi-saksi meskipun, telah diberi 

waktu dan kesempatan. 

3. Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 

254/Pdt.G/2012/PA.Sda 

       Dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 

254/Pdt.G/2012/PA.Sda dalam hal Pembagian Sepertiga Gaji PNS 

kepada Istri dan Anak Pasca Perceraian tersebut maka, terdapat 

beberapa dasar hukum, diantaranya: 

       Permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan adanya alasan 

bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 rumah 
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tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon; 

       Pada Tahun 2007 perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon 

dan Termohon tersebut mencapai puncaknya, yang mana akhirnya 

antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang hingga saat ini 

sudah 5 tahun lamanya; 

       Dalam hal ini, Majelis Hakim juga menimbang bahwa selama 

proses persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan 

Pemohon dan Termohon melalui mediasi maupun setiap persidangan 

agar bisa berkumpul kembali  akan tetapi, tidak berhasil. Pemohon 

selalu menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon.  

       Termohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan 

jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dan 

membantah sebagian dalil-dalil Pemohon, Termohon membenarkan 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah 

selama sekitar 5 tahun, akan tetapi Termohon keberatan bercerai 

dengan Pemohon karena Termohon sangat mencintai dan menyaingi 

Pemohon sepenuh hati juga demi kedua anak yang bernama Anak I 

dan Anak II, Termohon tidak mau melihat masalah ke belakang dan 

niat Termohon ingin membina rumah tangga yang sakinah mawaddah 

wa rahmah, Termohon juga ingin damai dan minta maaf pada 

Pemohon atas kekhilafan Termohon, karena Termohon juga sebagai 

manusia biasa yang tidak sempurna. 
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       Majelis hakim pun juga mendengar keterangan pihak keluarga 

atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagai saksi yang 

bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon. Tetapi, Termohon 

tidak mengajukan bukti-bukti atau saksi-saksi meskipun telah diberi 

waktu dan kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil 

bantahannya. 

       Majelis hakim pun juga menimbang bahwa yang menghendaki 

perceraian adalah pihak Pemohon sedangkan Termohon keberatan 

diceraikan Permohon,. maka permohonan Pemohon untuk 

menjatuhkan talak terhadap Termohon  dikabulkan, Sehingga Majelis 

Hakim pun memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan terhadap 

kebutuhan sehari-hari Termohon serta mempertimbangkan keadaan 

Termohon saat ini.  

       Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahwa 

bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) 

memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali istri tersebut qobla ad dukhul; (b) 

memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama 

dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau 

nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; 

       Pemohon saat ini adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil 

yang masih aktif dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya; 

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup 
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Termohon saat ini dan mempertimbangkan keadaan Pemohon tersebut, 

Majelis Hakim memandang kelayakan Pemohon memberikan nafkah 

iddah kepada Termohon, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 

huruf (c) UU No. 1 Tahun 974 tentang perkawinan Juncto Pasal 152 

Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon dihukum untuk 

membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesarRp. 600.000,- X 3 

bulan = Rp. 1.800.000,-1 

       Pemberian mut’ah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah 

Al-Baqarah ayat 241: 

ا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَلِلْمُطلََّقَاتِ مَتَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ حَقًّ   

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan    

oleh   suaminya) mut’ah menurut yang makruf, sebagai suatu 

kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. 

       Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf a angka 1 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin 

perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 45 Tahun 1990 tentang 

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang 

Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon 

adalah termasuk pegawai yang dimaksud oleh pasal tersebut, oleh 

karenanya Pemohon wajib tunduk pada Peraturan Pemerintah tersebut 

dan karenanya pula Pemohon dihukum untuk menyerahkan sebagian 
                                                            
1 Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 254/Pdt.G/2012/PA.Sda, 16. 
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gajinya: Sepertiga (1/3) gaji untuk Termohon setiap bulan sampai 

Termohon menikah lagi, dan sepertiga (1/3) gaji untuk anak-anak 

Pemohon dan Termohon setiap bulan,  hal ini sesuai dengan maksud 

Pasal 8 ayat (1), (2) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah  Nomor 10 

Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai 

Negeri Sipil Juncto Peraturan Pemerintah  Nomor: 45 Tahun 1990 

tentang perubahan atas Peraturan Pemerinh Nomor  10 Tahun 1983 

tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, 

yaitu: ayat (1) “Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai 

Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk 

penghidupan bekas istri dan anak-anaknya”, ayat (2) pembagian gaji 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai 

Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, 

dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya” dan ayat (6) “Apabila 

bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka 

haknya atas bagian gaji dari bekas suaminyamenjadi hapus terhitung 

mulai ia kawin lagi”2 

       Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka, kewajiban mana berlaku sampai anak itu kawin atau dapat 

hidup sendiri, demikian pula kewajiban tersebut berlaku terus 

                                                            
2 Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 254/Pdt.G/2012/PA.Sda, 17. 
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meskipun perkawinan antara kedua orang putus, hal ini sesuai dengan 

Pasal 45 ayat 1 dan 2 Udang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.3 

4. Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo 

       Dengan menimbang berbagai hal yang sudah dijelaskan di atas 

ditambah dengan berbagai pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Sidoarjo yang terdiri dari A. Muhtarom sebagai Hakim Ketua 

Majelis, Sriyatin dan Robani Indra masing-masing sebagai hakim 

Anggota, dan dibantu oleh Nurul Islah sebagai Panitera Pengganti. 

       Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum Syar’i maka, Pengadilan Agama Sidoarjo 

Mengadili putusan tersebut: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama 

Sidoarjo;\ 

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: 

3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus 

ribu rupiah); 

3.2. Mut’ah sebesar Rp. 2.500.000,-  (dua juta lima ratus ribu 

rupiah); 

                                                            
3 Ibid., 17. 
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4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan sebagian gajinya 

sebesar 1/3 bagian kepada Termohon setiap bulan sejak putusan ini 

berkekuatan hukum tetap sampai Termohon menikah lagi; 

5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan sebagian gajinya 

sebesar 1/3 bagian untuk anak-anaknya yang bernama Anak I, 

perempuan, umur 12 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 5 tahun 

setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak dewasa 

atau mandiri; 

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 

 

B. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby 

1. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

       Sesuai dengan ketentuan Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 UU Nomor  

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undamg Nomor 3 

Tahun 1989 tentang Perubahan Undamg=Undang  Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya mempunyai Tugas dan wewenang sebagai berikut: 

a. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama 

dalam tingkat banding; 
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b. Mengadili tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan 

mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya; 

c. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum 

Islam kepada Instansi Pemerintahan di daerah hukumnya apabila 

diminta; 

d. Melakukan pengawasan terhadap jalannya Peradilan di tingkat 

Pengadilan Agama dan menjaga agar Pengadilan diselenggarakan 

dengan seksama dan sewajarnya (Sederhana, cepat dan biaya 

ringan). 

       Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang dilakukan oleh 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak hanya memperhatikan 

keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding saja, tetapi meneliti 

perkara dalam keseluruhan baik yang mengenai fakta-fakta maupun 

mengenai penerapan hukum dan memeriksa ulang kembali dari awal 

sampai dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama. 

2. Deskripsi Putusan 

       Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 

314/Pdt.G/2012/PTA.Sby, Pembanding yang semula sebagai Termohon, 

berumur 37 Tahun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil mengajukan banding 

kepada Terbanding semula sebagai Pemohon, berumur 40 Tahun 

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. 

       Membaca akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera 

Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 
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2012 Termohon telah mengajukan permhonan banding atas Putusan 

Pengadilan Agama Sidoarjo dan permohonan banding tersebut telah 

diberitahukan secara seksama kepada pihak Terbanding pada tanggal 15 

Agustus 2012. Tetapi, Pembanding tidak mengajukan memori banding 

sesuai dengan surat Keterangan tanggal 25 September 2012. 

      Pihak Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk 

datang memeriksa berkas perkara banding (Inzage) di Pengadilan Agama 

Stidoarjo sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo 

tanggal 25 September 2012. 

3. Dasar Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

     Dalam salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 

314/Pdt.G/2012/PTA.Sby, Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempunyai 

memberikan pertimbangan, antara lain: 

      Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pertimbangan 

Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo sebagaimana dalam putusan pada 

dictum 3 yang menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon 

Nafkah iddah dan mut’ah secara ex officio karena hal tersebut dibenarkan 

oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

     Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding 

berpendapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Juncto Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian 
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bagi Pegawai Negeri Sipil peraturan administrasi negara tentang disiplin 

kepegawaian yang penerapannya dilakukan secara administratif oleh 

Institusi pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga oleh 

karenanya sepanjang tidak dimohonkan oleh para pihak berperkara 

sebagaimana yang diatur dalam hukum acara yang berlaku, hal tersebut 

tidak boleh diputuskan atau ditetapkan, dengan demikian Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama juga berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat 

Pertama yang menetapkan secara ex officio apa yang termuat dalam 

diktum nomor 4 (empat), adalah tidak tepat dan dipandang telah memutus 

lebih dari yang diminta (ultra petita), sedangkan penerapan pemberian atau 

pemotongan 1/3 gaji suami kepada istri sampai istri kawn lagi 

bertentangan syariat Islam yang hanya mewajibkan seorang suami 

membelanjai atau memberi nafkah kepada istri yang dicerai sampai batas 

waktu iddah.4 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak 

tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sedangkan 

Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan yang 

diperlukan anak itu hingga anak berusia 21 tahun, sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawnan 

Juncto Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. 

Sehubungan dengan ketentuan tersebut Majelis Hakim Banding 

secara ex officio akan menetapkan besarnya biaya pemeliharaan dan 

                                                            
4 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 314/Pdt.G/2012/PTA.Sby,4. 
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pendidikan anak, dengan mempertimbangkannya kemampuan 

Pemohon/Terbanding dan kebutuhan anak yang sepantasnya. 

Setelah melihat kondisi Pemohon/Terbanding dihubungkan dengan 

kebutuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak khususnya yang 

menyangkut kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik dan 

mental si anak termasuk pendidikannya, Pengadilan Tinggi Agama 

berpendapat adalah layak dan pantas jika Pemohon/Terbanding dibebani 

kewajiban membayar baiya pemeliharaan anak yang bernama Anak I dan 

Anak II minimal 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 

bulan, sedangkan kebutuhan anak yang bersifat insidentiil seperti biaya 

masuk sekolah, biaya pembelian buku-buku dan sarana/prasarana belajar 

lainnya serta biaya pengobatan sampai anak tersebut dewasa, tetap 

menjadi tanggung jawab tergugat/pembanding. 

4. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 

Dengan menimbang berbagai hal yang sudah dijelaskan di atas 

ditambah dengan berbagai pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari Alwi Mallo sebagai Hakim 

Ketua Majelis, Bunyamin dan Jaliansyah masing-masing sebagai hakim 

Anggota, dan dibantu oleh Roesiyati sebagai Panitera Pengganti.  

Memperhatikan segala Peraturan dan Ketentuan Perundang-

undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini maka Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama 
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Sidoarjo no: 254/Pdt.G/2012/PA.Sda. tanggal 24 Juli 2013. Bertepatan 

dengan tanggal 04 Ramadhan 1433 H. : 

Dengan Mengadili Sendiri 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama 

Sidoarjo; 

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa: 

3.1.  Nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan 

ratus ribu rupiah); 

3.2. Mut’ah sebesar Rp. 2.500.000,-  (dua juta lima ratus ribu 

rupiah); 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah). 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 

TAHUN 1983 DALAM PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN 

TINGGI AGAMA SURABAYA NO. 314/PDT.G/2012/PTA.SBY 

TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO NO. 

254/PDT.G/2012/PA.SDA TENTANG PEMBAGIAN SEPERTIGA GAJI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPADA ISTRI DAN ANAK PASCA 

PERCERAIAN 

 

       Dalam putusan  Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 254/Pdt.G/2012/PA.Sda, 

Majelis Hakim memutuskan bahwa pemohon (suami) yang menceraikan istrinya 

untuk memberikan sepertiga gaji kepada bekas istri dan sepertiga kepada anaknya 

dikarenakan pemohon atau suami adalah Pegawai Negeri Sipil, hal ini 

berdasarkan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 

Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mana pemohon adalah termasuk 

Pegawai Negeri Sipil wajib tunduk pada Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu 

Pemohon dihukum untuk menyerahkan sebagian gajinya: yakni sepertiga gaji 

untuk termohon setiap bulan sampai istri menikah lagi, dan sepertiga gaji untuk 

anak-anak pemohon dan termohon setiap bulan, hal ini sesuai dalam Pasal 8 ayat 

(1), ayat (2), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 

Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas 

peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perceraian dan 

Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu pada ayat (1) “Apabila perceraian 
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terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria, maka ia wajib menyerahkan 

sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya”, ayat (2) 

“Pembagian gaji dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawai Negeri 

Sipil Pria  yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk 

anak atau anak-anaknya” dan pada ayat (6) “Apabila bekas istri Pegawai Negeri 

Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas 

suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi”. Hakim Pengadilan 

Agama Sidoarjo memutuskan pembagian sepertiga sebagaimana dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil yang merupakan Peraturan Administratif Negara tentang 

Disiplin Kepegawaian, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib tunduk terhadap suatu 

Peraturan Pemerintah ini.  

       Dalam hal ini, pembanding atau termohon yang mengajukan banding tetapi, 

tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo yang 

menetapkan secara ex officio yang menghukum suami untuk memberikan 

sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil kepada Istri dan Anak adalah tidak tepat dan 

dipandang telah memutus lebih dari yang diminta (ultra petita), sementara 

pembagian sepertiga gaji suami kepada istri sampai istri kawin lagi bertentangan 

dengan Hukum Islam. 

       Dalam Hukum Islam, suami yang menceraikan istrinya maka ia masih 

mempunyai kewajiban yang mana itu merupakan hak istri dan anak. Hak yang 

diterima oleh bekas istri setelah diceraikan oleh suaminya yaitu nafkah Iddah. 
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Pemberian nafkah akan didapatkan sampai istri menjalani masa Iddah. Karena, 

dalam hukum Islam istri yang ditalaqraj’i dan ditalaqdalam keadaan hamil, 

suaminya berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada bekas 

istrinya selama masa Iddah bekas istrinya habis.  

Sebagaimana dalam firman Allah surah At-Talaq ayat 6: 

 

تُمْ  حَيْثُ  مِنْ  أَسْكِنُوهُنَّ   لٍ حمَْ  أوُلاتِ  كُنَّ   وَإِنْ  عَلَيْهِنَّ  قُوالتُِضَيِّ  تُضَارُّوهُنَّ  وَلا وُجْدكُِمْ  مِنْ  سَكَنـْ
حمَْلَهُنَّ  عْنَ يَضَ  حَتىَّ  عَلَيْهِنَّ  فأَنَْفِقُوا  

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan 

mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka 

(isteri-isteri yang sudah dit}ala>q) itu sedang hamil, maka 

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. 

 

       Dalam surah At-Talaqdiatas menjelaskan bahwa bekas istri yang sedang 

menjalani masa Iddah berhak atas nafkah dari bekas suami yang telah 

menceraikannya. Nafkah yang didapatkan istri dalam masa Iddahnya berupa 

nafkah dan tempat tinggal selama ia masih menjalani masa Iddah. Demikian pula 

istri yang ditalaqdalam keadaan hamil maka ia diberikan nafkahnya hingga 

melahirkan anaknya.  

       Hal ini pemberian nafkah  selama masa Iddah hanya diberikan ketika bekas 

istri ditalaqraj’i , tetapi apabila istri ditalaqba’in atautalaqtiga maka istri itu tidak 

mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.  Hal ini berdasarkan sebagaimana 

dengan Hadith Nabi Saw : 
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:  قَـيْسٍ  بنِْتِ  فاَطِمَةُ  قاَلَتْ :  قاَلَ  الشَّعْبيِّ، عَنْ  مُغِيرْةََ،  عَنْ  ثَـنَاجَريِْـرٌ، حَدَّ :  هَنَّادٌ  ثَـنَا حَدَّ 

))نَـفَقَةَ  وَلاَ  لَكِ  سُكْنىَ  لاَ : (( اللهَِّ  رَسُوْلُ  فَـقَلَ  النَّبيِّ  عَهْدِ  عَلَى ً  ثَلاَ  زَوْجِي طلََّقَنيِ   

 

Artinya : Hannad menyampaikan kepada kami dari Jarir, dari Maghirah,dari asy-

Sya’bi bahwa Fatimah binti Qais berkata “Pada masa Nabi suami 

mentalakku tiga kali lalu Rasulullah berkata “Engkau tidak berhak 

mendapatkan tempat tinggal dan nafkah”. (HR. Tirmidzi).1 

 

       Bekas istri yang mendapatkan haknya pun juga mempunyai Kewajiban 

selama menjalani masa iddah, yang mana ialah larangan terhadap bekas istri 

untuk menerima lamaran, larangan keluar dari rumah, dan larangan untuk 

menikah dengan orang lain selama menjalani masa Iddah, karena bekas istri 

masih bisa dirujuk oleh sang suami. Hal ini sesuai dengan Kitab Fiqih Islam Wa 

Adillatuhu yang menyebutkan hak dan kewajiban istri dalam masa iddah. 

Kewajiban istri dalam masa iddah yang mana adalah Pengharaman untuk 

melakukan lamaran, pengharaman untuk kawin, pengharaman keluar dari rumah, 

nafkah dan tempat tinggal. Nafkah dan tempat tinggal merupakan hak istri yang 

harus dipenuhi oleh suami dan tinggalnya istri dirumah merupakan kewajiban 

istri.2 

       Hak yang didapatkan bekas istri selain nafkah iddah adalah nafkah mut’ah. 

Mut’ah diartikan sebagai pemberian nafkah setelah istri diceraikan oleh suaminya, 

baik berupa uang, pakaian, dan kebutuhan lainnya sebagai bantuan kepada 

                                                            
1 Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Ensiklopedia Hadits 6; Jami’ at-Tirmidzi, (Jakarta:  
Alamhira, 2013), 417. 
2 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), 
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 561. 
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istrinya. Pemberian mut’ah diartikan sebagai penghibur, nafkah sesuai dengan 

kemampuan seorang suami terhadap bekas istrinya.  

      Kewajiban seorang suami atau ayah tidak hanya kepada istri, tetapi berlaku 

juga kepada anaknya. Anak yang orang tuanya bercerai tetap mempunyai 

kewajiban kepada anak-anaknya. Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan 

biaya hidup atau nafkah terhadap anaknya hingga anaknya berumur 21 tahun dan 

mampu mencari nafkah sendiri. 

      Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan 

Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 254/Pdt.G/2012/PA.Sda dalam hal 

pembagian sepertiga gaji sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 

tentang Izin Perkawinan dan perceraian yang merupakan peraturan administrasi 

Negara tentang disiplin kepegawaian yang dilaksanakan secara administratif oleh 

Instansi Pemerintahan sebagai pejabat Tata Usaha Negara, dan majelis hakim 

berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Agama memutus lebih dari yang diminta 

(ultra petita), sementara pembagian sepertiga gaji suami kepada istri sampai istri 

kawin lagi bertentangan dengan Hukum Islam yang hanya mewajibkan seorang 

suami membelanjai atau memberi nafkah kepada istri yang dicerai sampai batas 

waktu iddah dan seorang ayah mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah 

kepada anaknya hingga berumur 21 Tahun. 

       Penulis berpendapat bahwa pembagian sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil 

yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo bertentangan 

dengan Hukum Islam, karena di dalam Hukum Islam hanya mengatur tentang hak 

istri dan anak yang didapat setelah bercerai, seperti nafkah Iddah, nafkah mut’ah 
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dan nafkah anak, bukan kewenangan Peradilan Agama untuk memutus Sepertiga 

gaji Pegawai Negeri Sipil kepada Istri dan Anak. 

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga menyatakan 

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1983 yang menyatakan bahwa suami yang menceraikan istrinya harus 

memberikan sepertiga gajinya untuk istrinya, sampai bekas istri tersebut menikah 

lagi adalah bertentangan dengan syariat Islam. Penulis setuju dengan hal itu 

karena, memang bertentangan dengan Hukum Islam yang mana hanya 

menganjurkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya hanya selama 

bekas istrinya menjalani masa Iddah dan memberikan nafkah anak hingga usianya 

21 tahun. Selain itu Pengadilan Agama Sidoarjo yang memutus sesuatu yang tidak 

diminta oleh Termohon atau Pembanding tidak sesuai dengan Hukum Acara yang 

berlaku,  Tetapi disini juga tidak mengesampingkan sebuah Peraturan Pemerintah 

yang telah ada bagi Pegawai Negeri Sipil, hanya saja seharusnya pemberian 

sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil itu dilakukan oleh Instansi Pejabat Tata Usaha 

Negara. Tidak salah jika majelis hakim pengadilan tinggi agama surabaya 

memutus seperti itu, karena dalam Al-Qur’an maupun Hadith tidak menjelaskan 

tentang pembagian sepertiga gaji yang diberikan kepada Istri dan Anak pasca 

perceraian dan Peradilan Agama tidak berwenang untuk memutuskan sesuatu 

yang bersifat administratif Negara karena, Peradilan Agama hanya berwenang 

untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan 

yang tercantum pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989.  
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       Menurut penulis, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tidaklah tepat 

memutus pembagian sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang merupakan peraturan khusus Pegawai 

Negeri Sipil. Seharusnya pembagian sepertiga gaji dilakukan oleh Instansi Pejabat 

Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk memberikan sepertiga 

gaji Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, Pengadilan yang mempunyai 

kewenangan dalam hal administratif adalah Pengadilan Tata Usaha Negara 

berdasarkan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 tahun 1886 

pada Bab III Kekuasaan Pengadilan Pasal 47 “Pengadilan bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.3 

     Penulis pun juga melihat tidak realistis jika bekas istrinya diberikan sepertiga 

gaji Pegawai Negeri Sipil sampai bekas istri menikah lagi, tetapi bekas istri itu 

belum menikah atau tidak ingin menikah, sementara bekas suami telah 

mempunyai keluarga baru yang mempunyai kewajiban untuk diberikan nafkah. 

Hal itu merupakan bukan tanggung jawab bekas suami untuk memberikan nafkah 

terhadap bekas istrinya.  

     Dengan ini penulis mengambil suatu kaidah  Fiqiyah: 

الذِمَّةِ  بَـرَاءَةُ  اَلأَصْلُ   

       “Hukum Asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab”.4 

 

                                                            
3 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara, 180. 
4 H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2014), 48. 
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       Ketika suami dan istri telah berpisah serta istri masa iddahnya telah habis, 

maka tidak ada hubungan perkawinan diantara keduanya, suami tidak mempunyai 

tanggung jawab untuk memberikan gaji suami atau nafkah kepada bekas istrinya 

yang tidak mempunyai hubungan perkawinan, Tetapi untuk hubungan kedua 

orang tua yang bercerai masih mempunyai sebuah tanggung jawab terhadap 

anaknya hingga anak tersebut dewasa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
 

1. Dasar hukum Pengadilan Tinggi Agama No. 314/Pdt.G/2012/PTA.Sda 

membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 

254/Pdt.G/2012/PA.Sda dalam hal pembagian sepertiga gaji PNS 

kepada Istri dan Anak pasca perceraian karena, Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah No. 45 

Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 

termasuk peraturan administrasi negara tentang disiplin kepegawaian 

oleh Institusi Pemerintah sebagai pejabat Tata Usaha Negara, dan 

Hakim Pengadilan Tinggi Agama menetapkan secara ex officio apa 

yang termuat dalam diktum secara 4 (empat), adalah tidak tepat dan 

dipandang telah memutus lebih dari yang diminta (ultra petita), 

Sehingga penerapan pemberian atau pembagian sepertiga gaji suami 

PNS kepada istri sampai bekas istri menikah lagi bertentangan dengan 

dengan Hukum Islam yang hanya mewajibkan suami memberi nafkah 

istri yang dicerai. Suami hanya memberikan nafkah Iddah dan Mut’ah 

untuk istri yang dicerai dan memberikan nafkah anak sesuai dengan 

kemampuannya hingga anak berumur 21 Tahun. 
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2. Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 

314/Pdt.G/2012/PTA.Sby Terhadap Putusan Pengadilan Agama 

Sidoarjo No. 254/Pdt.G/2012/PA.Sda Tentang pembagian sepertiga 

gaji PNS kepada istri dan anak pasca perceraian sesuai dengan Hukum 

Islam, Hukum Islam hanya mewajibkan suami untuk memberikan 

nafkah selama bekas istri menjalani masa Iddah, memberikan nafkah 

mut’ah untuk istri yang dicerai dan mewajibkan seorang ayah untuk 

memberikan nafkah kepada anak untuk biaya kehidupan sang anak 

hingga anak berumur 21 Tahun. 

3. Perbandingan antara Hukum Islam dengan Peraturan Pemerintah No. 

10 Tahun 1983 tentang Pembagian sepertiga gaji Pegawai Negeri Sipil. 

Hukum Islam dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 

mempunyai kesamaan yakni memberikan hak istri dan anak pasca 

perceraian. Akan tetapi, keduanya juga mempunyai perbedaan dalam 

penentuan jumlah nafkah pasca cerai. Dalam Hukum Islam Istri 

mempunyai hak sampai masa Iddahnya habis tetapi, dalam Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1983 bekas istri masih diberikan nafkah 

sampai istri menikah lagi. 

B. Saran 

       Dalam bagian terakhir ini penulis akan memberi saran terkait dengan 

perkara yang penulis teliti, yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada Pengadilan Agama, diharapkan untuk memutus sesuai dengan 

apa yang ada di dalam Hukum Islam karena, dalam Hukum Islam 
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hanya mewajibkan suami untuk memberikan nafkah Iddah dan mut’ah 

kepada bekas istrinya dan memberikan nafkah anak kepada anak-

anaknya hingga berumur 21 Tahun. 

2. Perlu pengkajian ulang terhadap pemberian sepertiga gaji Pegawai 

Negeri Sipil yang dirasa bertentangan dengan syariah Islam. 
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